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ABSTRAK 

 

Tesis ini berjudul “Taqdȋm Al-Mafdhȗl ‘alȃ Al-Afdhal Menurut Ibn 

Taimiyyah dan Penerapannya dalam Hukum Islam” yang ditulis oleh Asfar 

Hamidi Siregar, NIM. 088152400, program studi Hukum Keluarga Program 

Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang. 

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah (1) Apa yang melatarbelakangi 

Ibn Taimiyyah mendahulukan pendapat yang mafdhȗl/marjȗh dalam menetapkan 

hukum?, (2) Bagaimana penerapannya dalam fikih Islam?, (3) Bagaimana pula 

relevansinya untuk masa sekarang di Indonesia?. Sebagai upaya 

pengoperasionalan rumusan masalah, dilakukanlah analisis terhadap beberapa 

masalah dalam fikih  Ibn Taimiyyah. Pemaparan fikih ini dituliskan dalam buku 

Majmȗ’at al-Fatȃwȃ li Syaikh al-Islȃm Taqiy al-Dȋn Ahmad Ibn Taimiyyah al-

Harrȃniy yang ditahqȋq oleh Syaikh ‘Ȃmȋr al-Jazzȃr dan Syaikh Anwȃr al-Bȃzz.  

Metode penelitian tesis ini terdiri dari: (1)Sumber data terdiri dari teks 

kitab karangan Ibn Taimiyyah yang berjudul Majmȗ’at al-Fatȃwȃ, serta buku-

buku terkait lainnya; (2) Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan fikih, ushul 

fikih, dan fikih perbandingan; (3)Teknis analisis data disajikan dalam bentuk 

teknik analisis kualitatif melalui pendekatan contents analysis. 

Rangkaian analisis penelitian ini menyimpulkan: Pertama, Ibn Taimiyyah 

menetapkan hukum dengan melihat kepada mashlahah dan maqȃshid al-syari’ah 

(tujuan hukum Islam), yaitu mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, tak terlepas 

dari pemikirannya tentang ‘illat hukum, di mana bagi Ibn Taimiyyah ‘illat itu 

mesti sesuai dengan waktu dan tempat. Allah mensyariatkan hukum Islam karena 

ada tujuannya. Ia mengemukakan dan mengembangkan hukum Islam dengan 

metode tarjȋh dan lebih memperhatikan maqȃsid al-syari’ah yaitu, mewujudkan 

kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Mengedepankan poin mashlahah 

dalam hal menetapkan hukum pada dasarnya dimaksudkan sebagai 

pengembangan wawasan dari metode qiyȃs dalam pengertian yang umum. Dan 

ternyata pemikiran Ibn Taimiyyah mengenai “taqdȋm al-mafdhȗl ‘alȃ al-afdhal”, 

dalam artian ia mengedepankan pendapat dan dalil yang lemah dalam penetapan 

hukum itu mengandung mashlahah atau kebaikan pada suatu waktu. Kedua, Dari 

penelitian ini, penulis mengamati pemikiran Ibn Taimiyyah ketika ia lebih 

mendahulukan pendapat atau dalil yang mafdhȗl (marjȗh) dari pada pendapat atau 

dalil yang afdhal (rȃjih) dalam menetapkan hukum pada beberapa permasalahan 

fikih, terdapat beberapa indikasi, di antaranya; (1) Ibn Taimiyyah dalam beberapa 

masalah fikih memang berbeda dengan jumhur/mayoritas ulama, di mana ia 

berpegang dan mendahulukan pendapat yang marjȗh, dan meninggalkan pendapat 

yang rȃjih, karena ia memang memandang ada ‘illat atau alasan yang lebih cocok 

untuk hukum itu diterapkan di masa sekarang, namun dengan tidak mengubah 

posisi dalil (yang kuat tetaplah kuat, yang lemah tetap lemah), (2) Dalam beberapa 

kasus, penulis melihat bahwa memang pendapat jumhur itu lebih relevan untuk 

suatu hukum dari segi kuat dalil yang dikemukakan, namun Ibn Taimiyyah 

melihat sisi lain dari segi afdhaliyyat, yaitu jika bisa mengerjakan hal yang wajib 

sekaligus sunat sekaligus kenapa tidak. Jadi istilah al-afdhal dan al-mafdhȗl 



 

xi 

 

dalam menetapkan hukum di sini boleh jadi memang menjurus kepada hal al-rȃjih 

dan al-marjȗh baik dari segi pendapat ataupun kuatnya dalil, dan boleh jadi 

bermakna afdhaliyyat (sesuatu yang lebih utama) dikerjakan dari segi penerapan. 

Ketiga, dari permasalahan fikih yang penulis paparkan dalam tesis ini, di mana 

Ibn Taimiyyah lebih melihat kepada mashlahah dalam menetapkan hukumnya 

dengan taqdȋm al-mafdhȗl ‘alȃ al-afdhal, beberapa di antaranya memang ada 

relevansi yang bagus untuk masa sekarang di Indonesia, sehingga tidak masalah 

rasanya jika pemikiran Ibn Taimiyyah dijadikan rujukan. 

 

 

 


